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Pemprov Temukan Aset Senilai Rp 5 Triliun

‘BENGKULU - Pemprov
Bengkulu sudah mulai
melakukan penyisiran ter-
hadap aset-asetyangselama
ini “amburadul” karena
banyak yang tidak jelas ke-
beradaannya dan admin-
istrasinya. Hasil penyisiran

selama ini, telah ditemukarn
aset-aset milik Pemprov
Bengkulusenilai Rp 5 triliun
lebih, baik itu berupa aset
bergerak seperti kendaraan
maupun aset tidak begerak
seperti tanah.

«Baca PEMPROV.. Hal 1¢

Sambungan dari hal 9

Ini disampaikan Sekda Provinsi
Bengkulu H.Nopian Andusti, SE,
MT saat menghadiri acara bimb-
ingan teknis (bimtek) pengelo-
laan barang milik daerah (BMD)
berdasarkan Permendagrinomor
19 tahun 2016 tentang Pedoman

‘ Pengelolaan Barang Milik Daerah
di Grage Hotel, kemarin (23/10).

“Kita sudah mulai penertiban
aset. Aset yang terdaftar kemarin
nilainya Rp 3,5 triliun lebih dan
sekarang yang sudah kita temu-
kan ternyata nilainya sekitar Rp
5 triliun lebih. Ini bukan berarti
aset baru, tapi aset yang selama
ini belum kita temukan dan baru
sekarang kita temukan,” ujar
Nopian.

Dikatakan Nopian, dengan
regulasi yang baru ini yakni Per-
mendagri nomor 19 tahun 2016
lebih memudahkan pemprov
dalam mengelola aset. Dan jika
ada aset yang selama ini dis-
alah gunakan atau berada tidak
pada tempatnya, itu bisa masuk

dalam kategori penggelapan

(pidana,red).

“Oleh karenaitu hati-hati dalam
meminjamkan, dalam menggu-
nakan dan juga dalam melakukan
inventarisir terhadap barang
milik daerah karena aturannya
sangat tegas dan kuat,” terang
Nopian.

Apa saja aset-aset yang ditemu-
kan senilai Rp 5 triliun itu? No-
pian belum bisa menyebutkan
beberapa diantaranya. Ia hanya
menyebutkan berupa tahan dan
aset-aset bergerak lainnya.

“Rata-rata tanah. Untuk tanah,
yang mana yang belum berserti-
fikat akan kita sertifikatkan. Yang
pasti kita terus melakukan penyi-
siran terhadap aset-asetkita yang
selama ini belum diketahui atau
beberapa aset yang belum ter-
ungkap. Ini adalah barang milik
daerah, bukan milik pribadi. Kita
pastikan semaunya harus terdata
, tegas Nopian.

Sementara itu, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD) Provinsi Bengkulu Heru
Susanto mengakui selama ini
memang masalah aset di Pem-

prov Bengkulu amburadul atau
semrawut. “Kalau kita lihat sejak
tahun 2000 sampai 2012, memang
permasalahan yang berkaitan
dengan manajemen aset ini luar
biasa. Aset milik publik nilain-
ya triliunan dan banyak sekali
dibanding aset milik suatu kor-
porasi. Manajemen aset ini jadi
pengaruh untuk meraih WTP
kata Heru.

Dikatakannya, BPKD menyadari
masih banyak lahan pemprov
yang kenyataaannya belum ber-
sertifikatbahkan adayang dikua-
sasioleh masyarakat. Bahkanada
yang sudah didirikan bangunan
rumah dan diperjual belikan.
Kemudian banyak juga aset-aset
yang tercatat tetapi fisiknya tidak
tampak. :

“Untuk lahan yang ditempati
oleh masyarakat, kita utamakan
pendekatan secara persuasif. Bila
tidak bisa, kita minta kawal dari
aparat penegak hukum (APH)
dan TNI sebagai antisipasi hal-hal
yang tidakdiinginkan dilapangan
pada saat kita ingin menertibkan
aset,” demikian Heru.(tew)



